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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Kotabaru  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, Tempat tanggal Lahir Kotabaru, 10 Juni 1985, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten

Kotabaru, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxx, Tempat tanggal Lahir Kotabaru, 03 April 1977, agama Islam, pendidikan

SLTP,  pekerjaan  Sopir  truk,  Tempat  tinggal  di  Kabupaten

Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kotabaru  dengan

register  perkara  Nomor  426/Pdt.G/2020/PA.Ktb.  tanggal  22  Oktober  2020

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan  yang  dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru  Kutipan  Akta

Nikah Nomor xxxxx tanggal 02 Januari 2008 ) ;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sebelimbingan, RT.

004, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat

tinggal di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan
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Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai

1 (satu)  orang anak bernama:

a. xxxxx, yang lahir pada tanggal 07-06-2010, di Kotabaru.

3. Bahwa sejak 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan

adalah  karena  Tergugat  sangat  tempramental  dan  kasar,  Tergugat  juga

sering melakukan kekerasan dan bersikap dingin kepada Penggugat, dan

Tergugat juga suka main perempuan. 

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi  pada September

2020,  kemudian  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat. 

5. Bahwa  sejak  kepergian  Tergugat  tersebut,  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah pisah tempat tinggal  dan tidak pernah kumpul lagi  hingga

sekarang selama kurang lebih 2 bulan. 

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  menasehati  Penggugat  agar  mau  rukun

kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah

tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah,  merasa  mudharat

serta  tidak  memiliki  harapan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  bersama

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga

yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan

demikian,  gugatan  cerai  Penggugat  telah  memenuhi  persyaratan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini ;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,

mengadili  dan  memutus  perkara  ini  dengan  memanggil  Penggugat  dan

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

dan  Tergugat  telah  datang  menghadap  sendiri,  dan  Majelis  Hakim  telah

mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan mediator  H. Riduan, S.Ag  sebagaimana  Penetapan Mediator tanggal

04  November  2020 dan  laporan  mediator  tanggal  04  November  2020,

menyatakan proses mediasi berhasil;

Bahwa, pada hari  sidang tanggal 18 November 2020, Penggugat dan

Tergugat  telah  hadir  menghadap  sendiri  di  persidangan,  Penggugat  dan

Tergugat  menyatakan  mediasi  berhasil kemudian  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya;

Bahwa,  Penggugat menyatakan  mencabut  gugatannya Nomor

426/Pdt.G/2020/PA.Ktb.  di  persidangan  pada  tanggal  18  November  2020,

karena  Penggugat memberikan  kesempatan  kepada Tergugat  untuk  rukun

dengan  Penggugat  dan  Tergugat  membenarkan  bahwa  telah  terjadi

kesepakatan untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Selanjutnya  untuk  singkatnya  uraian  penetapan  ini,  maka  semua  hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum

Tergugat  memberikan jawaban  maka berdasarkan pasal  271 Rv,  Penggugat

dapat  mencabut  perkaranya  (sebelum  ada  jawaban,  maka  terhadap

pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan  Penggugat tersebut telah

sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum
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yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan

perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh

Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera

Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku

Register Perkara; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  permohonan  Penggugat  dicabut,  oleh

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut  perkara

Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Ktb.;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Kotabaru  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Kotabaru  pada  hari  Rabu  tanggal  18  November  2020  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  03  Rabiul  Akhir  1442  Hijriah  oleh  Siti  Fatimah,

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin

Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad

Nafi,  S.Pd.I.,  S.H.I.,  M.Sy.  sebagai  Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.
Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 300.000.00
4. Pnbp : Rp. 30.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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